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ABSTRAK

Hutan lindung di Indonesia awanya sangat luas. Hal ini merupakan salah
satu anugerah yang sangat berharga diberikan oleh Allah SWT. Keberadaan hutan
lindung yang sangat luas itu kemudian menjadikan nama Indonesia sebagai salah
satu paru-paru dunia.

Secara umum, hutan lindung mempunyai fungsi sangat penting untuk
menjaga matarantai kehidupan di dunia. Di samping itu, kekayaan yang
terkandung di dalam hutan lindung Indonesia melimpah ruah, mulai dari beragam
aneka tumbuhan, kayu, satwa, puluhan ribu jenis bunga, tanaman obat, bahkan di
dalam perut hutan juga terdapat kandungan minyak bumi yang sangat besar, dan
tambang batu bara. Keberadaan inilah yang kemudian menarik bagi orang asing
dan pemilik modal besar untuk tergiur mengel olanya.

Mengingat betapa pentingnya memahami kebijakan terhadap hutan
lindung maka dalam tulisan ini akan diulas mengenai pengelolaan hutan lindung
di Indonesia dari persepektif hukum Positif dan hukum Isam. Selain itu,
penyusun hendak menganalisis pengelolaan hutan lindung tersebut dari perspektif
maslahat al-mursalah dan akan diperkuat dengan teori substansi hukum.

Adapun dari penelitian ini antara lain, bahwa konsep pengelolaan hutan
lindung di Indonesia menurut hukum positif berbeda dengan hukum Islam.
Telepas adanya upaya pelemahan status fungsi hutan dengan membuat aturan
yang berorientasi pada kepentingan tertentu hal ini tentunya perlu di garis bawahi
bahwa aturan-atau perundang-undangan mengenai pengelolaan hutan lindung
yang ada saat ini belum sepenuhnya mencerminkan adanya pengamalan dari
substansi hukum yang telah dijelaskan dalam UUD 1945 dan UU Kehutanan.

Mengenai pengelolaan hutan lindung dalam tinjauan hukum Positif dan
hukum Islam sama-sama mempunyai azas hukum yang menyatakan bahwa hak
pengelolaanya harus beroreintasikan untuk kepentingan masyarakat banyak.
Bukan untuk dinikmati oleh sebagian orang tertentu. Di dalam Islam tidak
ditemukan contoh pengelolaan hutan lindung (H/ma) secara pribadi tetapi dalam
hukum Positif hal tersebut diperbolehkan.

Adapun masalah konsep pengelolaan hutan lindung di Indonesia saat ini
ini jika ditijau dari perspektif maslahat al-mursalah dirasa kurang memberikan
manfaat yang maksimal untuk masyarakat secara umum. Di samping itu juga
kurang melindungi agama (/4/fz ad-din) sebagai hal yang fundamental dalam
menjaga hubungan dengan tuhan dan kurang melindungi keturunan (hifz al-nasl)
sebagai hal yang penting dalam keselamatan hidup manusia, tumbuhan dan
hewan. Sehingga dengan kaidah maslahat al-mursalah pengelolaan hutan lindung
perlu ditinjau ulang demi menjaga keselamatan bersama.
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam
penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal
22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
) alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
(o ba’ b be
< ta’ t te
& Sa S es (dengan titik di atas)
z jim j je
C h h ha (dengan titik di bawah)
d kha’ kh ka dan ha
d dal d de
3 zal z ze (dengan titik di atas)
J ra’ r er
J zai z zet
Y sin S es
o syin sy es dan ye
ol Sad S es (dengan titik di bawah)
ol dad d de (dengan titik di bawah)
b ta’ t te (dengan titik di bawah)
5 za’ z zet (dengan titik di bawah)
g ‘ain RN koma terbalik di atas
é gain g ge
[ fa’ f ef
d qaf q qi
El kaf k ka
J lam 1 ‘el
a mim m ‘em
O nun n ‘en
K] waw w w
® ha’ h ha

Xi




hamzah

apostrof

4

2

ya

ye

Il. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

Saaia ditulis muta’addidah
b ditulis ‘iddah
I1l. Ta’ Marbatah di akhir kata
a. bila dimatikan tulis h
daSa ditulis hikmah
YERTN ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya)

b.  bila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h
L Y1 Aal S \ ditulis Karamah al-auliya’
IVV. Vokal Pendek
- Fathah ditulis a
- Kasrah ditulis i
- Dammah ditulis u
V. Vokal Panjang
1 Fathah + alif ditulis a
' dalala ditulis jahiliyyah
) Fathah + ya’ mati ditulis a
: (ol ditulis tansa
3 Kasrah + ya’ mati ditulis 1
' ad S ditulis karim
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Dammah + wawu mati ditulis u

oy R ditulis furid

VI. Vokal Rangkap

. Fathah + ya’ mati ditulis ai

: asin ditulis bainakum
) Fathah + wawu mati ditulis au

: Jgd ditulis gaul

VIl. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof
aifi ditulis a’antum
e ditulis u’iddat
ad S ol ditulis la’in syakartum

VIl1I. Kata sandang Alif+Lam
a.  Bila diikuti huruf Qamariyyah

Ol Al ditulis al-Qur’an
) ditulis al-Qiyas

b.  Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el)nya

slaud) ditulis as-Sama’

) ditulis asy-Syams

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

s Al 93 ditulis Zawi al-furid

) Ja) ditulis Ahl as-Sunnah
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pemerintah telah
membagi hutan dalam tiga kelompok besar di antaranya hutan lindung, hutan
konservasi, dan hutan produksi. Hutan lindung, yaitu kawasan hutan yang
mempunyai fungsi pokok sebagi pelindung kehidupan untuk tanah air, mencegah
banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan
tanah.'

Meskipun bangsa Indonesia memiliki kekayaan yang dimaksud di atas,
akan tetapi kenyataan di lapangan menyebutkan bahwa bangsa ini masih terpuruk
dalam kemiskinan yang berdampak pada minimnya kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, mengenai persoalan hak masyarakat terhadap pengelolaan
hutan lindung menjadi sangat penting untuk dipahami secara komprehensif karena
masyarakat di Indonesia sangat beragam sehingga perlu diadakan proses kajian
yang mendalam dimasing-masing daerah.

Bila dikaitkan dengan pengelolaan hutan perlu juga dilihat bagaimanakah
pola acuan yang sebenarnya sehingga menjadi rujukan dalam membuat ketetpan
sebuah produk Undang-Undang. Sehingga tidak memunculkan adanya

ketidakpastian pengelolaan masyarakat atas hutan.

'Figih Realitas Respon Ma’had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,200), hlm. 287.



Salah satu penyebab utama lemahnya penguasaan dan kontrol masyarakat
terhadap hutan serta tertutupnya peluang kontrol yang berbasis kearifan
tradisional dari masyarakat terhadap hutan mengakibatkan semakin terbukanya
hutan bagi tindakan-tindakan eksploitatif tanpa mampu dikontrol oleh negara
yang sumber dayanya terbatas dan terjebak dalam lingkaran korupsi.”

Kekuatan pasar illegal atau dikenal dengan istilah (black market) telah
mendominasi dan membuat sejumlah pihak baik kalangan birokrasi maupun
aparatur penegak hukum menjadi tak berdaya akibat dibuai oleh keuntungan besar
yang bersumber dari penebangan hutan secara liar. Hal yang demikian sangat
ironis, mengingat hukum di negeri ini sepertinya telah dikebiri oleh sekolompok
orang yang tidak bertanggung jawab akan kelangsungan hidup bangsa dan negara.
Di sisi lain berbagai sektor budaya dan berbagai kearifan lokal masyarakat telah
dirusak melalui jargon globalisasi dan modernisasi.’

Tatanan masyarakat yang telah tertanam dan turun-temurun dalam bentuk
kearifan lokal masyarakat, sedikit demi sedikit dikikis dan dihilangkan karena
dianggap sebagai bentuk masyarakat yang primitif dan tidak sesuai lagi dengan
perkembangan zaman. Berdasarkan hal tersebut maka, tampak jelas sekali bahwa
antara manusia dan lingkungan merupakan hubungan yang mengikat satu
kesatuan dan tidak bisa dipisahkan.® Akan tetapi dengan kebijakan pemerintah

yang beralasan pada moderenisasi justru kearifan tersebut nampak ditiadakan.

% Nurul Firmansyah http://www.legalitas.org diakses pada tanggal 8 Augustus 2008 jam
23.00 WIB.

3 Ibid., Nurul Firmansyah http://www.legalitas.org

*Ria Casmi Arirsa. http://www.legalitas.org diakses pada tanggal 8 August 2008
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Di dalam Undang-Undang kehutanan Tahun 2009, telah dikemukakan
pula azas-azas penyelenggaraan kehutanan di Indonesia yang terdiri dari: manfaat
dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.
Sementara, perencanaan kehutanan harus dilaksanakan secara transparan,
partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah.

Inilah substansi Undang-Undang dalam penyelenggaraan kehutanan dan
pelaksanaan perencanaan kehutanan di Indonesia. Dengan demikian maka
pengingkaran terhadap ketentuan ini harus dipandang sebagai pengingkaran
terhadap Undang-Undang. Masalahnya adalah bagaimanakah substansi Undang-
Undang tersebut dalam praktik pembuatan suatu aturan mengenai kehutanan di
Indonesia agar pesannya benar-benar dapat diimplementasikan dan dipatuhi
secara konsisten dalam menetapkan suatu produk Undang-Undang.

Di sisi lain kerusakan sektor kehutanan diakibatkan oleh berbagai regulasi
pemerintah yang tidak pro terhadap kelestarian lingkungan. Fakta yang diperoleh
menunjukkan bahwa, pemerintah Indonesia pada Tahun 2008 mengeluarkan
Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2008. Peraturan yang mengatur tentang
penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan
untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Protes dan tidak setuju dengan adanya PP No. 2 Tahun 2008 juga termuat
dalam press release dari Walhi Jakarta, ICEL, KPSK, Swait Wacht dan Jaringan
Tambang di Jakarta. Menurut mereka, ada 13 perusahaan tambang skala besar
yang akan memungkinkah mengubah kawasan hutan lindung dan hutan produksi

menjadi kawasan tambang skala besar, dengan hanya membayar sewa Rp 1,8 juta



hingga Rp 3 juta per hektarnya. Lebih murah lagi untuk tambang minyak dan gas,
panas bumi, jaringan telekomunikasi, repiter telekomunikasi, stasiun pemancar
radio, stasiun relai televisi, ketenagalistrikan, instalasi teknologi energi
terbarukan, instalasi air, dan jalan tol yang harganya turun menjadi Rp. 1,2 juta
hingga Rp 1,5 juta. Itu sama dengan Rp.120-Rp.300 per-meternya.

Murahnya harga sewa dalam mengelola hutan semakin memudahkan para
investor (pemilik modal) baik yang dari asing ataupun investor lokal. =~ Mereka
juga menjadikan hutan sebagai kepemilikan individu (private property). Mercka
akan lebih leluasa mengeruk kekayaan alam tanpa henti. Hal ini juga tidak lepas
dari cara pandang mereka terhadap alam yang dipengaruhi oleh cara berfikir
kapitalis sehingga menempatkan faktor pendapatan keuntungan yang terus di
kedepankan tanpa melihat dampak yang lebih besar akan muncul di kemudian
hari.

Secara ringkas, Peraturan Pemerintah di atas merupakan produk turunan
dari Perpu No.l Tahun 2004 yang memberikan izin bagi usaha pertambangan
untuk melakukan aktivitasnya di atas hutan lindung. Perpu tersebut kemudian
diperkuat dengan Keppres No. 41 Tahun 2004 tentang perizinan atau perjanjian
dibidang pertambangan yang berada di kawasan hutan. Namun, DPR kemudian
menetapkannya menjadi UU No. 19 Tahun 2004. Dalam banyak kajian disebutkan
bahwa UU No. 19 Tahun 2004 Tentang penetapan Perpu No.l Tahun 2004
Tentang perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 mengenai kehutanan menjadi
Undang-Undang dinilai tidak memenuhi syarat sebagai suatu produk perundang-

undangan. Hal tersebut merupakan bentuk tindakan sewenang-wenang dalam



menggunakan kekuasaan (detournement de pouvoir) dan bertentangan dengan tata
cara pembuatan perundang-undangan yang baik serta melanggar ketentuan
konstitusi.’ Kasus di atas semakin mejelaskan bahwa tidak adanya satu
keterkaitan yang baik antara Undang-Undang yang ada dengan kenyataan
pengingkaran di lapangan. Hal ini menjelaskan bahwa pemerintah tidak
sepenuhnya bisa melaksankan amanat dari pesan Undang-Undang kehutanan yang
bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Kerusakan hutan lindung ini harus segera dihentikan, Mengingat keadaan
hutan lindung Indonesia sudah sangat kritis, penurunan luas dan kerusakan hutan
lindung sejak Tahun 1997 sampai Tahun 2002 dua kali lebih besar dari kerusakan
hutan produksi. Untuk itu, diperlukan segera upaya penyadaran bagi pemerintah
agar konsisten dalam membuat kebijakan tentang pengelolaan hutan yang tetap
berlandaskan pada substansi Undang-Undang kehutanan.

Dengan melihat permasalahan tersebut, manusia sebagai Khalifah di muka
bumi perlu melakukan introspeksi serta mempertanyakan efektivitas hasil dari
upaya-upaya yang ada, sudah tepatkah mereka dalam melaksanakan amanat
sebagai pengendali ekosistem alam? Ataukah kerusakan menjadi sebuah proses
alami yang tidak mungkin terkendali? Allah dalam Al-Qur’an memfirmankan

tentang dimensi alam semesta beberapa perspektif .

6, Lga Sa lamy (e A1y adiy g

’lbid ., Ria Casmi Arirsa. http://www.legalitas.org

¢ Al-A’raf (7): 56



Sekalipun dalam aturan pengelolaan alam, manusia diberi kewenangan
untuk mengambil manfaatnya, namun bukan berarti kewenangan tersebut bisa
dijalankan dengan semena-mena karena semua ekosistem itu ciptaan Tuhan yang
patut diberikan penghargaan demi terjaganya keseimbangan di bumi, dan
merekapun tercatat sebagai umat Al-Khalik. Kemudian Allah memberikan
kejelasan tersebut di dalam kitab-Nya yang merupakan keleluasaan bagi manusia
(Khalifah) untuk mengikuti hukum-hukum sesuai dengan kitab yang telah
diberikan hak-hak secara pantas baik kepada hewan dan binatang.’

Islam sebenarnya mempunyai konsep yang sangat lengkap terkait
pemeliharaan lingkungan hidup termasuk hutan. Islam merupakan agama yang
memandang lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan
seseorang terhadap Tuhannya. Dengan kata lain, perilaku manusia terhadap
lingkungan merupakan manifestasi dari keimanan seseorang. Sesungguhnya
konsep Islam tentang lingkungan hidup telah ada sejak Al-Qur'an diturunkan.

Menurut Ibnu Katsir, melaksanakan pembangunan dan mengelola bumi
artinya kemakmuran di bumi ini terjadi kalau manusia memanfaatkan lingkungan
secara baik dan benar dalam perspektif ekologis. Al-Qur’an mengatur cukup
lengkap tentang lingkungan hidup yang dilihat dari berbagai aspek kehidupan

manusia. Tujuan utama untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat

"Fachruddin M Mangunjaya, Konservasi Alam Dalam Islam, Cet 1 (Jakarta: Yayasan
Obor Indonesia, 2005), him.16.
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Ini menunjukkan bahwa manusia diberi kewenangan dalam mengelola
alam, tetapi manusia juga diperintahkan untuk memperhatikan fenomena alam
yang menjadi unsur dalam ekosistem seperti fenomena air, pertukaran malam,
siang dan lainnya.’

Mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam, sedangkan
Islam adalah agama hukum dalam arti kata yang sebenarnya. Ini berarti bahwa
selain agama Islam mengandung norma-norma hukum baik kaidah-kaidah hukum
yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, maupun kaidah-kaidah yang
mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam kehidupan
masyarakat.

Dengan demikian Islam harus memberikan ketegasan terhadap segala
bentuk yang mengarahkan kepada tindakan perusakan alam terutama mengenai
hutan lindung. Hukum harus ditegakkan sesuai dengan syari’at atau hukum Allah
yang telah dicantumkan dalam kitab suci Al-Qur’an. Supaya tujuan syari’at
(maqasid as-syari’ah), itu bisa berjalan di muka bumi tentunya diperlukan
pemahaman terhadap substansi dari adanya hukum yang telah di turunkan Allah

tersebut.

¥ Al-Baqarah (2):29

? www.kabarindonesia.com. Diakses tanggal 23 Februari 2009
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Karena latar belakang itulah, penulis bermaksud meneliti Hak
Pengelolaan Hutan Lindung Di Indonesia: Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum

Islam.

B. Pokok Masalah

Supaya pembahasan dalam penelitian ini tidak bercabang kepermasalahan
lain dan mendapatkan hasil penelitian yang komprehensif tentang objek kajian
yang diteliti, maka dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan pokok
masalah: bagaimanakah hak pengelolaan hutan lindung di Indonesia jika ditinjau

dengan hukum Positif Dan Hukum Islam?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini akan mendiskripsikan lebih
jauh mengenai konsep hak terhadap pengelolalan hutan lindung di Indonesia
tinjauan dari hukum Positif dan hukum Islam. Kegunaan dari hasil penelitian ini
adalah:
a. Menambah wawasan keilmuan dan wacana hukum positif dan hukum
Islam sehingga dapat memperkaya kajian-kajian perbandingan hukum
dalam memahami hak pengelolaan hutan lindung.
b. Dapat menemukan adanya tatanan normatif alternatif di dalam
pembangunan hukum bagi masyarakat Indonesia sehingga kesalahan

dalam mengelola huntan lindung segera dihentikan.



D. Telaah Pustaka

Bila menelaah kajian-kajian kontemporer sekarang ini, banyak tulisan
mengenai tema yang menyangkut persoalan hutan lindung. Namun, sangat jarang
ditemukan tulisan yang menyangut kajian perbandingan hukum Positif dan
hukum Islam mengenai hak terhadap pengelolaan hutan lindung.

Adapun skripsi atau karya tulis yang membahas atau berkaitan dengan hak
terhadap hutan lindung ditinjau dari hukum positif ditemukan beberapa di
antaranya sebagai berikut:

Skirpsi Agung Prachmono, mahasiswa Fakultas hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul Kajian Yuridis Terhadap Pasal 67 Ayat
(1) terhadap Undang-Undang 41 1999 tentang Kehutanan. Dalam skripsi ini
dibahas berbagai persoalan tentang hak masyarakat adat terhadap hutan kajian
yuridis Pasal 67 ayat (1) dalam memahami hak masyarakat adat terhadap hutan
menjadi kajian pokok pembahasan ini."

Skirpsi Maskur, mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Yogyakarta,
Kepentingan Umum Sebagai Alasan Pelepasan Hak Atas Tanah Studi
Perbandingan Antara Perpres Nomor 65 Tahun 2006 Dan Hukum Islam. Dalam
skripsi tersebut dijelaskan mengenai kepentingan umum Islam adalah kepentingan
seluruh umat (maslahah yang dapat ditarik manfaat dan menolak mudarat).

Beberapa kriteria yang telah dipatok ulama adalah: pertama Maslahah al-Ummah

merupakan sesuatu yang dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan kelompok

"Skirpsi  saudara Agung Prachmono, “Kajian Yuridis terhadap Pasal 67 ayat (1)
terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Yogyakarta: fakultas hukum
UMY, 2004)
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tertentu. Kedua: searah dengan tujuan syari'at yaitu menjaga hak kebebasan
berfikir, keturunan, dan hak harta. Adapun Mamafaat yang dimaksud harus nyata
bukan perkiraan tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur’an, Hadist, dan Ijma’."!

Skripsi Nikmatur Rahman (Konsep Fiqih Lingkungan: Studi Pemikiran
Ali Yafie dan Mujiono Abdillah). Dalam skripsi ini ia melihat pandangan Ali
Yafie yang menggunakan pendekatan  /magasid  as-syari’ah  dan
mengembangkannya dari Ad-Daruriyat al-Kulliyatul —al-Khamsa menjadi
Daruriyat al-Kulliyat as-Sitt. Dari lima komponen menjadi enam komponen
dasar. Adapun Mujiono Abdillah menggunakan pendekatan A/-Ahkam-al-
Khamsah yaitu hukum yang lima (wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram).
Dalam hal ini, Nurrahman lebih sepakat dengan pendapat Ali Yafie karena
persoalan lingkungan hidup bukan hanya persoalan untuk umat Islam tetapi untuk
semua.'”

Di samping skripsi dan karya tulis yang berhubungan dengan tema hak
terhadap pengelolaan hutan lindung, juga terdapat beberapa karya tulis yang
berkaitan dengan pembahasan hal pengeloloaan hutan lindung ditinjau dari hukum
positif dan hukum Islam, dari tulisan-tulisan tersebut di antaranya, Ali Yafie,
dalam bukunya berjudul “Meretas Fiqih Lingkungan Hidup”.

Buku ini mengupas tentang perlindungan lingkungan hidup menurut

Islam, serta memaparkan tingkat kerusakan yang telah terjadi saat ini. Di samping

"Skirpsi saudara Maskur, “Kepentingan Umum Sebagai Alasan Pelepasan Hak Atas
Tanah Studi Perbandingan Antara Perpres Nomor 65 Tahun 2006 Dan Hukum Islam
(Yogyakarta: fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga,2005)

"*Skripsi Nikmatur Rahman, “Konsep Figih Lingkungan: Studi Pemikiran Ali Yafie dan
Mujiono Abdillah” (Yogyakarta:fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijag, 2008)
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itu pula, diuraikan landasan moral dan etika Islam terhadap upaya perlindungan
dan pelestarian lingkung hidup. Selanjutnya dalam buku ini dibahas juga
mengenai konsep perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Mengenai
pembalakan liar Ali Yafie tidak menjelaskan secara detail melainkan hanya
memberikan landasan hukum secara umum dan contoh kerusakan hutan yang

salah satunya disebabkan oleh pembalakan liar.

E. Kerangka Teori

Bagian ini termasuk hal yang sangat penting dari usulan penelitian sebab
merupakan petunjuk memperdalam ilmu pengetahuan serta mempertajam konsep
penelitian. Oleh karenanya, dalam bagian ini seringkali diketengahkan dan
diutarakan perihal ulasan bahan bacaan yang mendukung konsep-konsep
penelitian yang digunakan. Kerangka teoritis dan konsepsional antara lain berisi
tentang pengkajian terhadap teori-teori, definisi tertentu yang dipakai sebagai
landasan pengertian dan landasan operasional dalam pelaksanaan penelitian. Dari
kerangka teoritis inilah nantinya akan diperoleh usulan penelitian yang valid."

Dalam perjalanan sejarahnya, hak masyarakat untuk mendapatkan hidup
yang layak menjadi tanggung jawab pemerintah. Begitu juga menyoal hak
pengelolaan hutan lindung dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) tidak
terlepas dari konteks perkembangan HAM yang selalu dinamis. Dinamika ini
dipengaruhi oleh faktor pola relasi hubungan internasional, peta dan tatanan

politik ekonomi internasional, dan situasi dan kondisi lingkungan hidup kekinian.

"Dudung Abdurrahman, Pengantar Metodologi dan Penelitian llmiyah (Yogyakarta:
IKFA, 1998), him. 26.
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Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat 5 (lima) norma-norma
internasional yang keberadaannya menyulut kontroversi karena bersinggungan
pada titik-titik temu permasalahan-permasalahan HAM, pembangunan ekonomi,
dan perlindungan lingkungan hidup. Kelima norma tersebut adalah: (1) hak
menentukan nasib sendiri  (self-determination); (2) kedaulatan permanen atas
kekayaan alam (permanent sovereignty over natural resources); (3) hak atas
pembangunan (the right to development); (4) hak atas lingkungan (the right to
environment); dan (5) partisipasi (participation)."* Kondisi ini pada akhirnya
mempengaruhi kemampuan bumi untuk menyediakan ruang lingkungan hidup.
Ruang lingkungan hidup semestinya dapat mencukupi kebutuhan semua penghuni
bumi apabila 2 (dua) prinsip ruang lingkungan hidup terpenuhi. Konsep ruang
lingkungan hidup itu terdiri atas 2 (dua) prinsip, yakni:'

1. Bahwa dunia hanya dapat berlanjut dengan memperhitungkan keseluruhan
tingkat polusi dan penggunaan sumber daya alam.

2. Bahwa setiap manusia di dunia semestinya memiliki hak yang sama untuk
menggunakan kekayaan sumber daya alam dunia.

Dengan kata lain, ruang lingkungan hidup adalah keseluruhan jumlah

energi, sumber daya alam yang tidak terbaharukan, tanah-tanah pertanian dan

14 Asumsi dasar penghitungan ruang lingkungan hidup adalah : (i) Sumber daya alam
terbaharukan hanya dapat digunakan secara luas apabila tergantikan secara alami; (ii) Sumber
daya alam tak terbaharukan semestinya digunakan dengan siklus tertutup untuk meminimalkan
limbah dan dampak kerusakan; dan (iii) Keseluruhan jumlah polusi semestinya tidak lebih dari
daya dukung biosfir. Lihat Martin Rocholl, From Environmental Space to Ecological Debt— a
European Perspective, makalah dalam Konferensi Globalisasi, Utang Ekologis, Perubahan Iklim,
dan Pembangunan Berkelanjutan, Benin 2001.

15Arimbi H.P., Berhitung dengan Utang Ekologis: Siapa yang Sebenarnya Berutang,
(Jakarta: ALTANSI, debtWATCH Indonesia, GAPRI, dan JARI Indonesia,2003) him.1.
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hutan dimana setiap orang dapat menggunakan tanpa mengakibatkan kerusakan
yang tidak dapat diperbaharui bagi dunia. Berdasarkan konsepsi ini, banyak
sumber daya alam secara aktual tersedia bagi setiap manusia di dunia dapat
dikalkulasi."®

Dengan memahami aturan-aturan di atas, bangsa ini sejatinya terus
berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup warganya, mengingat
Indonesia telah meratifikasi Undang-Undang HAM di atas yang kemudian
berlaku secara nasional. Begitu juga dengan adanya pelanggaran oleh pemerintah
melalui kebijakannya yang tidak memihak terhadap hak masyarakat tentunya
akan memberikan dampak negatif terhadap kemajuan bangsa.

Untuk melihat permasalahan di atas tentunya penulis sangat tertarik untuk
memaparkan satu teori tentang substansi hukum yang dikemukakan oleh
Lawrance M. Friedman, hal ini dimaksudkan untuk bisa mengkaji permasalah
yang diangkat agar lebih dipahami secara baik terutama dalam tinjuan hukum
Positif.

Lawrance M. Friedman mengatakan dalam teorinya tentang sistem hukum
yang terdiri dari tiga unsur penting. Pertama, Strukutur hukum merupakan
kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi
semacam bentuk dan batasan terhadap kesluruhan. Jelasnya, struktur adalah
semacam sayatan sistem hukum, semacam foto diam yang menghentikan gerak.
Kedua, Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola prilaku nyata manusia

yang berada dalam sistem itu. Ketiga, Budaya hukum adalah suasana pikiran

16 |bid., hlm.2.
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sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, atau
disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan
berdaya.'’

Berdasarkan pemikiran di atas bahwa Lawrence M. Friedman menyadari
jika berbicara mengenai substansi maka kita berbicara mengenai bagaimana
Undang-Undangnya, apakah sudah memenuhi rasa keadilan, tidak diskriminatif,
responsif atau tidak. Hal yang digambarkan di atas, sangat cocok bila melihat
pelaksanaan penegakan hukum saat ini.

Dalam Islam tidak terdapat aturan yang spesifik mengatur tentang hak
pengelolaan hutan lindung. Islam hanya meletakkan seperangkat tata nilai etika
yang dapat dijadikan sebagai pedoman dasar bagi pengaturan tingkah laku
manusia dalam kehidupan dan pergaulan dengan sesamanya, sehingga penguasa
atau pemimpin negara dituntut untuk mewujudkan keadilan sosial dan keadilan
ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat. Para pemimpin negara
hendaknya selalu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, bukan semata-mata
memperhatikan kepentingan diri mereka sendiri. Sebab, rakyat itulah pada
hakekatnya yang menjadi tumpuan keselamatan negara baik dalam kondisi damai
maupun dalam kondisi perang.'®

Guna mendukung teori substansi hukum yang dikemukakan oleh
Lawrence M. Friedman di atas, penulis juga tertarik untuk mengemukakan teori

maslahat al-mursalah (mendahulukan manfaat dan menghilangkan mudharat) hal

"Lawrance M. Friedman, American law an Itroduction, ditrejmehkan oleh Wisnu Basuki
dengan judul Hukum Amerika Sebuah Pengantar (Jakarta: Tatausa, 2001), hlm. 8.

""Musdah Mulia, Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haikal, cetke-1 (Jakarta:
Paramadina, 2001), him. 200.
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ini dimaksudkan untuk mendapat pemahaman secara utuh terhadap permasalahan
hak pengelolaan hutan lindung di Indonesia. Maslahat merupakan suatu konsep
serta metode dalam menetapkan hukum Islam pertama kali diintrodusir oleh
Malik bin Anas."” Imam Malik merupakan salah seorang imam mujtahid yang
empat (Malik, Hanafi, Asy-Syafi’i dan Hambali), yang sempat bertemu dan
belajar banyak kepada para sahabat Nabi.

Sedangkan metode //t/had yang dipakai oleh Imam Malik dalam rangka
menggali hukum (istinbath) ada dua yaitu, qiyas dan istislah atau maslahat al-
mursalah. Metode gryas dipraktikkan atau digunakan oleh Imam Malik apabila
ada nas tertentu, baik Al-Qur’an maupun As-Sunnah yang mendasarinya. Metode
istislah atau maslahat al-mursalah dipraktekkan oleh Imam Malik apabila
masalah (hukum) yang sedang dihadapi, tidak ada satupun nas yang
mendasarinya, baik yang membenarkan maupun yang melarangnya, bahkan dalam
kasus-kasus tertentu, Imam Malik menggunakan metode maslahat al-mursalah
dalam men-takhsis ayat-ayat Al-Qur’an yang bersifat umum.”

Dari serangkaian penjelasan teori di atas penulis tertarik menggunakan metode
maslahat al-mursalah yang dikemukakan oleh Imam as-Syatibi dalam menganalisis
tinjauan hukum Islamnya. Dalam menyusun magasid as-syari’ah (tujuan syari’ah),
kategorisasi kemaslahatan dibagi menjadi tiga. Pertama, kategori primer ( ad-aaruriyah)

yaitu kemaslahatan bagi manusia, baik dalam hal agama dan dunia Dalam tingkatan ini

“Muhammad Khalid Mas'ud, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial,
diterjemahkan oleh Yudian W. Asmin (Surabaya: Al-Ikhlas 1995), hlm 84.

2 Abdul Wahaf Khallaf, Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam,
(Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm.110.
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terdapat lima kategori yakni melindungi agama (h/fz ad-din), melindungi jiwa
(hifz an-nafs), melindungi akal (h/fz al-“agl/), melindungi keturunan (hifz al-nasb),
melindungi harta (hifz al-/mal). Kedua, kategori sekunder ( al-hajiyah ) yaitu
segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk menghindari masyaqgat guna
membuat ringan dan lapang serta menghindari kepayahan-kepayahan dalam
mengarungi kehidupan. Ketiga, Kategori Suplementer (at-tahsiniyah ), yaitu
mempergunakan segala yang layak dan pantas yang ada dalam adat kebiasaan
yang baik dimana semuanya dicakup oleh penyempurnaan ahlak atau sesuatu

yang dituntut oleh norma.?!

Dalam perspektif hukum Islam, salah satu pendekaan yang dapat
digunakan adalah dengan membangun paradigma fiqih lingkungan. Yaitu
membangun suatu pemahaman yang komprehensif, utuh dan terpadu terhadap
substansi ajaran Islam yang berbicara tentang pelestarian lingkungan hidup.

Melalui kerangka berpikir yang konstruktif terhadap ajaran agama ini
diharapkan lahir suatu formula logis bagi upaya penyelamatan lingkungan. Bila
selama ini wacana yang berkembang dalam kajian figih konvensional kurang
menekankan aspek lingkungan yang lebih luas, maka melalui paradigma fiqih
lingkungan bisa memberi masukan yang universal.

Penerapan fiqih lingkungan juga tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat
dalam menghadapi permasalahan kontemporer dimana isu-isu lingkungan

mengemuka dan Islam harus mampu meresponnya. Artinya bahwa meggunakan

2'Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafagat fi usul as-Syari’ah, (Kairo: Al-Haiatul al-
Mishriyyah al-“Amabh Lil Kitab, 2006 ), 11:6 -9
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metode maslahat al-mursalah bisa digunakan dalam membangun figih lingkungan
sehingga kepentingan publik terhadap hak pengelolaan hutan bisa dijelaskan lebih
baik.

Dalam teori figih, dikenal istilah Sywbhah yakni terjadi ketidakjelasan
baik karena benar-benar tidak tahu atau karena ada percampuran kepemilikan.
Dalam hal ini, rakyat mempunyai hak atas hutan karena hutan memang
diperuntukkan bagi ke-maslahat-an rakyat. Ketika merecka mengambil kayu hutan,
itu bisa digolongkan sebagai tindakan Sywubhah. Namun, adanya Sywbhah ini
bukan berarti hukuman akan hilang. Orang yang melakukan tindak kejahatan
dengan cara ini tetap mendapat hukuman.*

Figih Lingkungan adalah kerangka berfikir konstruktif umat Islam dalam
memahami lingkungan alam, bumi tempat mereka hidup dan berkehidupan.
Membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya memelihara konservasi
air dan tanah dengan melindungi hutan dari eksploitasi, dari penebangan hutan
dan pembalakan liar adalah termasuk kewajiban agamawan. Melindungi seluruh
ekosistem hutan yang ada di dalamnya adalah bagian yang dianjurkan agama.
Menjadikan semua upaya itu sebagai kewajiban moral terhadap sesama makhluk
Tuhan yang bernilai ibadah.?

Mengenai hak dalam mengelola hutan atau sumberdaya alam lainnya

diperlukan kehati-hatian bagi dalam memberikan landasan hukumnya. Dalam hal

ini Pemerintah yang meliputi Presiden atau aparatur pemerintah lainnya pada

2Abu Yazid (ed). Figih Realitas Respon Ma’had Aly terhadap Wacana hukum Islam
Kontemporer (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2005), hlm. 293.

# Muhibuddin Hanafiah, www. Jatam.com akses tanggal 23 Februari 2009.
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hakekatnya bertanggung jawab kepada Allah, kepada dirinya, kepada rakyat yang
membaiatnya. Apabila Presiden atau aparatur pemerintah melakukan pelanggaran,
rakyat berhak meluruskanya, kalau perlu dengan pedang sekalipun.?*

Ibnu Taimiyah memilih pendapat yang moderat, yaitu mematuhi penguasa
jika ia berlaku adil dan membantahnya jika ia berlaku zalim. Kaum muslimin
telah sependapat bahwa ketidakpatuhan terhadap penguasa boleh dilakukan hanya
mengenai pendurhakaan terhadap Allah saja sedangkan mengenai kebenaran dan
keadilan mereka berbeda pendapat.”’Maka pemberian hak dalam mengelola hutan
lindung seharusnya diberikan apabila tidak bertentangan dengan substansi hukum

yang menginkan pemenuhan rasa keadilan, kenyamanan dan keselamatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (Library
Research) yaitu penelitian yang bersumber datanya diperoleh melalui buku-buku
yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, baik
melalui sumber data primer dan sumber data sekunder.”® Sumber data primer
merupakan sumber data yang pokok meliputi UU Kehutanan No 41 Tahun 1994,
Undang-Undang Dasar 1945, Al-Qur’an dan hadis sedangkan sumber

sekundernya berupa jurnal, bibliografi, dan kamus. Dalam setiap kegiatan

*Musdah Mulia, Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haikal, cetke-1 (Jakarta:
Paramadina, 2001), hlm. 28.

Muhammad Abu Zahrah, Aliran Politik dan Agidah Dalam Islam, (Jakarta: Logos,
1996), him. 108,

**Dudung Abdurrahman, Pengantar Metodologi dan Penelitian limiyah,
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ilmiyah, diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan objek yang dikaji. Metode
ini merupakan cara bertindak dan mengerjakan sesuatu agar supaya kegiatan
penelitian dapat terlaksana secara terarah untuk mendapatkan hasil yang optimal
dan memuaskan.”’

2. Sifat Penelitian

Penelitain ini bersifat deskriptif, analitis, komparatif yaitu menguraikan
secara teratur terhadap permasalahan yang dibahas kemudian dibandingkan dan
dianalisis secara kritis-analitis. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa
pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi
dari berbagi aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabanya.

Peneliti tertarik untuk mengunakan pendekatan komparatif (comparative
approach). Pendekatan ini dilakukan misalnya memperbandingkan substansi dari
hukum positif dan hukum sialam dalam memberikan hak pengeloloaan hutan
lidnugn di Indonesia. Dengan melakukan perbandingan tersebut, peneliti akan
memperoleh gambaran mengenai persamaan dan perbedaanya mengenai hak
terhadap pengelolaan hutan lindung.

Penelitian seperti ini juga termasuk dalam penelitian law in book (buku
Undang-Undang). Yaitu, penulis berupaya memaparkan terhadap pengelolaan
hutuan lindung dengan mengacu pada substansi hukum yang termuat dalam
Undang-Undang.

3. Teknik Pengumpulan Data

" Anton Bakker, Metode Penelitian Filsafat (Jakarta: Ghalmia Indonesia,1986), him.10.
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Karena penelitan ini merupakan penelitian pustaka, maka peneliti
menggunakan teknik dokumentasi dalam mengumpulkan data. Data yang berasal
dari upaya dokumentasi tersebut dibagi kedalam dua bagian, yaitu data primer dan
data sekunder.

A. Data primer

Peneliti mencari dan menghimpun pengetahuan ilmiyah yang berkaitan
baik pengertian ataupun tentang fakta yang diketahui maupun suatu gagasan
(idea), di antaranya kitab Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang
kehutanan Tahun 1994, Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2008, tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan
untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, sedangkan dari
hukum Islam penyusun mengambil sumber data dari Al-Qur’an, Al-Hadis, kitab
Fiqih.

B. Data Sekunder.

Sumber data sekunder yang digunakan penyusun adalah karya-karya
penulis lain yang berhubungan dengan bahasan studi peneliti ini, baik berupa,
indeks, bibliografi, jurnal,kamus dan bahan acuan lainnya.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan perbandingan hukum mikro yaitu mencari
persamaan dan perbedaan antara dua substansi hukum yang berbeda dalam hal ini
hukum Positif dan hukum Islam.

5. Teknik Analisa Data
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Setelah data tersebut terkumpul, kemudian dianalisa secara kualitatif, yaitu
digambarkan dan dijabarkan dengan kata-kata dan kalimat terpisah-pisah menurut
kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Sedangkan pola pikir yang digunakan
dalam penyusunan skripsi ini adalah:

a. Deduktif: yaitu pola berfikir yang diambil berdasarkan data umum yang
kemudian disaring, diolah serta kemudian dicari kesimpulannya secara
khusus.*®

b. Komparatif. mengkomparasikan hukum Positif dan hukum Islam
terhadap pengelolaan hutan lindung sehingga bisa ditemukan

persamaan dan perbedaannya.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, penyusun membagi skripsi ini pada tiga bagian utama.
Yaitu pendahuluan, bagian isi, dan penutup. Adapun sistematika pembahasannya
sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang kemudian
dirumuskan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang
menguraikan beberapa kajian terdahulu baik berupa buku-buku atau kitab-kitab
atau artikel-artikel yang ada relevansinya dengan pembahasan yang dapat di
jadikan pedoman bagi peneluisuran penelitian ini, selanjutnya disusul dengan

pembahasan kerangka teoritik baik dari hukum tata Negara Indonesia dan hukum

*¥ Sutrisno Hadi, Metode Research, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987), hlm.7.
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Islam, dilanjutkan dengan metode yang digunakan dalam penelitian dan kemudian
diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab 1II, berisi diskripsi tentang gambaran umum hutan lindung di
Indonesia serta ciri-ciri hutan lindung menurut hukum Positif. Di samping itu juga
dijelaskan mengenai bagaimakah konsep pengelolaannya menurut Undang-
Undang dan dasarhukumnya.

Bab III. Berisi diskripsi mengenai pengertian dan gambaran tentang hutan
lindung menurut hukum Islam serta landasan normatifnya. Disamping itu juga
dijelaskan tentang hak pengelolalaan hutan lindung.

Bab IV. Berisi analisis atas gagasan serta pandangan keduanya dalam hak
mengelola hutan lindung baik dari segi konsep, pengertian, dan pengelolaannya
serta dibahas juga mengenai persamaan dan perbedaanya.

Bab V Penutup, setelah penyusun menyimpulkan seluruh hasil penelitian,
maka penyusun mengemukakan seluruh hasil penelitian, kemudian akan

mengemukakan saran-saran dari hasil penelitian.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Membahas masalah hak pengelolaan hutan lindung di Indonesia ditinjau
dari hukum Positif dan hukum Islam, maka ditemukan bahwa konsep ideal
mengenai hutan lindung di Indonesia sudah tercantum dalam UU Kehutanan No.
41 Tahun 1994 dan juga dalam UUD 1945. Hutan lindung merupakan bagian dari
Sumber Daya Alam (SDA) yang terkandung di Negara ini. Pemerintah
bertanggung jawab dalam hak pengelolaannya SDA dengan tujuan untuk memberi
kesgjahteraan kepada rakyat serta pola pengaturannya harus proporsional dengan
mempertimbangkan kepentingan masyarakat banyak, lingkungan dan sebagainya.
Mseki demikian menurut hukum positif di Indonesia, hutan lindung bisa dikelola
secara kelompok, bahkan perorangan.

Dalam Tata Hukum Negara Indonesia juga mengatur mengenai masalah
adanya Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka bisa
dilakukan upaya uji materi melalui keputusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga
aturan yang membahas tentang pengelolaan hutan lindung baik itu dengan
keluarnya PP No. 02 Tahun 2008, semakin mengokohkan adanya jaminan hukum
dalam pengelolaan hutan secara individu, untuk itu, PP tersebut bisa UUD 1945,
sebagai bagian dari landasan dalam menggali hukum tentang pengelolaan hutan
lindung. Inilah yang dimaksud dalam teori substansi hukum yang dikemukakan

Lawrence M. Friedman bahwa suatu aturan atau perundang-undangan itu harus
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mengacu pada norma hukum sebelumnya dan pola prilaku pembuat aturan
tersebut juga harus berorientasi kepada sikap mendahulukan kepentingan umum
sehingga hal tersebut bisa menciptakan suatu produk Undang—Undang yang
lebih baik.

Sedangkan dalam perspektif hukum Islam tentang pengelolaan hutan
lindung diketahui bahwa dari segi konsepnya tidak jauh berbeda dengan apa yang
dimaksud dalam hukum positif, di samping juga keberadaanya bertujuan untuk
menjaga matarantai kehidupan seluruh mahluk hidup di dunia. Mengenai konsep
hak pengelolaannya dikembalikan pada kewenangan pemerintah yang diakui
sebagai wakil rakyat sedangkan dalam konsep hak kepemilikannya mengacu pada
istilah /hraz al-Mubahat yang terbatas. Artinya bahwa semua mahluk hidup
mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat dari hutan lindung tetapi tidak serta
merta dapat semena-mena mengelolanya. Untuk itulah peran negara sangat vital
dalam memanejerial hutan lindung. Dalam hukum Islam, disebutkan juga tentang
pelarangan adanya kepemilikan tertentu (privat) dalam hutan lindung dan tidak
ditemukan adanya contoh mengelola hutan lindung dalam satu kelompok tertentu.
Hal ini tentunya berbeda dengan hukum Positif yang membolehkan pengelolaan
secaraindividu.

Adapun mengenai kebijakan pemerintah melakukan kerjasama dengan
suatu badan tertentu, hal tersebut harus benar-benar bertujuan untuk menjamin
kemaslahatan umat, dan melaui prosedur yang ketat. Keketatan dalam
pengelolaan hutan lindung itu juga harus mengacu pada kondisi daruriyah yang

artinya sudah tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan manusia dari keselamatan
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agama dan dunia. Sedangkan dengan adanya PP No. 02 Tahun 2008 yang
menjelaskan nilai tarif murah di kawasan hutan lindung, maka jika dianalisis
dengan teori maslahat al-mursalah, tentunya bertentangan dengan maksud

menjamin kepentingan bersama.

B. Saran-Saran

Bertitik tolak pada hasil kgjian dan kesimpulan yang telah diaparkan di
atas, maka penyusun ingin menyampaikan beberapa hal kepada semua pihak
yang menekuni serta memperhatikan, peduli cinta lingkungan dan lebih spesfik
lagi terhadap hak pengelolaan hutan lindung, yaitu:

1. Dalam memandang kehidupan alam seperti hutan, hendaknya membuang
jauh-jauh paradigma hutan sebagai objek untuk diambil manfaatnya tanpa
mempertimbangkan istilah maslahat al-mursalah.

2. Meskipun hak milik untuk terlibat mengelola hutan secara individu juga
diakui dalam Islam namun hal tersebut dapat dihilangkan dengan
mengutamakan kepetingan yang lebih umum.

3. Membangun kesadaran untuk kembali belgjar dari kearifan masyarakat
lokal yang sudah berjuta-juta Tahun hidup berdampingan dengan alam
patut kiranya kita contoh untuk menyelamatkan alam dari tangan-tangan
penjarah yang tidak bertanggung jawab. Perlunya pelibatan masyarakat
hukum adat yang ada disekitar hutan dalam mengelola hutan lindung

secara aktif bisa menjaga ekosistem kehidupan.
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4. Substansi hukum yang pantas untuk dibangun di masa depan adalah
hukum yang berpihak pada martabat manusia dan demokratis, karena itu
substans hukum tidak boleh memiliki potensi menguntungkan satu
kelompok tertentu, siapapun orangnya. Harus pula dicegah terbentuknya
substansi hukum yang bersifat koruptif. Inilah tugas bersama yang
menyertai kita.

5. Mendorong Mahkamah Konstitusi menilai PP No. 2/2008 sebagai alat bukti yang
menunjukkan “kekeliruan” pemerintah yang mana PP tersebut tidak bisa
dipisahkan dari UU No. 19/2004 karena merupakan norma pengaturan (regeling)
lanjutan dari UU No. 19/2004. Disamping PP No. 2/2008, Peraturan menteri
K ehutanan Nomor 41/2006 juga bisa dijadikan alasan penguat argumentasi.

6. Meakukan atau menyiapkan kontra argumen atas anggapan yang biasanya
dikemukakan hakim konstitusi tentang pemisahan antara validitas norma
(validity) dengan keberlakuan norma (eficacy). Konsep pemisahan yang lahir dari
gjaran Hans Kelsen ini seringkali digunakan hakim Mahkamah Konstitusi untuk
“mengelak” menguji  konstitusionalitas norma, sebab norma hukum dalam
peraturan dianggap terpisah dengan penerapan norma tersebut. Kesenjangan
antara validity dan eficacy itu harus didekatkan. Bahwa norma terkait dekat

dengan penerapan dan penerapan terkait dekat dengan norma
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LAMPIRAN

TERJEMAHAN TEKS ARAB

BAB |

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi
sesudah (Allah) memperbaikinya...

Dialah (Allah) yang menjadikan segala yang ada di bumi...

BAB Il

Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan
telah menjadikan bagimu di bumi itu jaan-jaan dan
menurunkan dari langit air hujan . maka tumbuhan dan air
hujan itu berjenis-jenis dari tumbuhan yang bermacam-macam

12

Dia-lah (Allah) yang telah menurunkan air hujan dari langit
untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan tumnuh-
tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhanya) kamu
mengembal akan ternakmu

14

Dan Dia-lah, Allah, yang menundukkan lautan (untukmu) agar
kamu dapat memakan dari yang segar (ikan), dan kamu
mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan
kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supayakamu
mencari (keuntungan) dari karu-Nya, dan supaya kamu
bersyukur.

17

Pemilikan atas sesuatu( harta benda) dan kewenangan
bertindak secara bebas terhadapnya

18

Hak milik adalah keistemewaan atas suatu benda yang
menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan
pemiliknya ber-tasaruf secara langsung atasnya selama tidaka
ada halangan sayara

19

Milik adalah keistemewaan yang bersifat menghalangi yang
sayara memberikan kewengangan kepaa pemiliknya er-




tasarruf kecuali mendapat halangan

8 50 26 | Sesungguhny kami telah mengemukakan amanat kepada
langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan
untuk memikul amanta itu dan mereka khawatir akan
menghianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia.
Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh

9 50 28 | Dari lbnu Abbas berkata nabi Muhammad Saw bersabda
“Kaum muslimin berserikat dalm tiga hal, yaitu air, rumput

dan api.
BAB IV
1 56 4 | Dan jangan lah kamu merugikan manusia pada barang-baranya

(yakni hak-haknya dengan mengurangi kaadar atau nilainya)
dan janganlah kamu membuat kegahatan di bumi dengan
menjadi  perusak dalam  bentuk  apapun  sesudah
memeperbaikinya yang dilakukgn Allah atau juga manusia.

2. 56 5 | Rasulnya Ketahuilah sesungguhnya manusia berlaku
sewenang-wenang (melampaui batas), karena dirinya serba
mampu

3. 65 12 | Ash-Sha bu bin Jusamah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw
bersabda:“tidak ada lahan konservas (Hima) kecuali milik
Allah dan Rasul-Nya

4, 67 13 | Dari Sdid bin Zaid, bahwasanya Rasululah Saw telah
bersabda " Barang siapa ambil sgengkal dari bumi dengan ke
zhaliman niscaya Allah kalungkan dia dengannya ( dengan
bumi yang ia ambil itu) pada hari kiamat dari tujuh bumi
(yakni dipkasa dia membawa bumi yang ia ambil itu dari
sejauh tujuh bumi ke padang Masyhar).




BIOGRAFI TOKOH

A. MALIK BIN ANASBIN ABI AMIR AL-ASHBAHI.

Malik bin Anas bin Abi Amir al-Ashbahi, nama lengkap Imam Malik.
Beliau lahir pada tahun 93 H/712 M dikota Madinah daerah Hijaz.Dari riwayat
ini beliau adalah keturunan arab dari dusun Dzu Ashbah, sebuah dusun dikota
Hamyar. Imam Malik bin Anas amat menderita ketika sedang menuntut ilmu.
Pendidikannya dimulai di kota Madinah. Setelah menamatkan pendidikannya dan
menguasai berbagai llmu Agama (Hadits, Filsafat, Manthiq, Figh, dan
sebagainya), Imam Malik mengabdikan diri di bidang pendidikan selama 62
tahun. Reputasinya sebagai seorang guru sangat mengagumkan dan menarik
rakyat banyak. Sebanyak 1.300 cendekiawan Muslim, termasuk di antaranya:
Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i, Shofyan Suri, dan lain-lain, lahir dari
didikannya.

Karya monumental Imam Malik dalam bidang hadits yang terkenal
dengan "al-Muwatha" kitab ini memuat 1720 hadits. kedasyatan al-Muwatha
telah menarik banyak perhatian kalangan ulama. Di antaranya mereka yang
berhasil melakukanya antara lain: Ibnu 'Abdil Barr (463 H) Abu Bakar
Muhammad bin al-Arabi(546 H), al-Suyuti(911 H),al-Zarqoi(1014 H), dan Ali
Qori al-Makhi(1122 H). Imam Malik dengan al-Muwaththa’-nya telah mendapat
tempat terhormat di antara para penghimpun Hadits yang langka. Pendapat-
pendapatnya telah melahirkan Mazhab Figh tersendiri yang disebut Mazhab
Maliki. Mazhab Figh ini dianut di Arab, Spanyol dan Afrika. Setelah 60 tahun
mencurahkan tenaga, harta benda, dan pikirannya kepada halayak ramai tentang
ilmu islam. maka pada hari Ahad tanggal 10 Rabiul Awwal 179 H(798 M) beliau
kembali ke ramatullah dengan tenang, dalam usia 87 tahun.

B. IBNU ISHAQ AS-SYATIBI

Nama lengkapnya Abu Ishaqg Ibrahim Ibnu Musa Muhamad Al-zahimi as-
Syatibi al-Granati. Mengenai tempat dan tanggal serta latar belakang kehidupan
keluarganya belum banyak diketahui. Beliau dewasa dan memperoleh seluruh
pendidikannya di Granada ibu kota kerajaan Bani Nasr. Al-Ghazali adalah ahli
ushul Figh yang paling sering disebut-sebut oleh as-Syatibi. la hidup sezaman
dengan Ibnu Khuldun dan Ibnu Taymiyah . la adalah ahli ushul figh , figh dan
teolog, Mufasir, ahli bahasa, peneliti, komentataor dan ahli diskusi. la adalah
tokoh terkenal dan banyak pengaruhnya dalam mazhab Maliki. la wafat pada hari
Senin, tanggal 8 Sya’ban 790 H. Bertepatan dengan tanggal 30 Agustus 1388 M.
Karya terkenal yang ia tulis diantaranya A/-muwafagat fi Usul as-Syari’ah.



C. LAWRENCE M. FRIEDMAN

Lahir April 2, 1930, Chicago, Illinois Married, two children. Pendidikan:
University of Chicago 1948, University of Chicago 1951 University of Chicago
1953,University of Puget Sound Law School 1977 (Hon.)John Jay College of
Criminal Justice,City University of New York 1989 (Hon.), John Marshall Law
School 1995 (Hon.),University of Macerata (Italy) 1998 (Hon),Juris.University
of Milan (Italy) 2006 (Hon.)

Pendidikan sangat luas dan juga sangat banyak mendapat gelar ahli
dibidang hukum: karya-karya sangat banyak dan tersebar luas menjadi rujukan
dalam bidang hukum di universitas terkemuka. Beberapa buku karyanya diantara
sekian banyak yang telah di tulis seperti: A History of American Law, The Legal
System. Law And Society: an Introduction. The Roots of Justice: Crime and
Punishment in Alameda County.
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